PERSIAPAN PEMBUATAN PKB
1. Latar Belakang

Disadari oleh kita bersama, salah satu peran Serikat Pekerja adalah sebagai sarana untuk melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, karena kita sadar bahwa hak normative masih sangat terbatas dan peran SP untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya dengan cara berunding bersama dengan pengusaha. Dengan harapan kepastian hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Yang membuat perjanjian kerja bersama adalah antara serikat pekerja dengan pengusaha.
2. Pengertian

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3. Tujuan

a. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban masing – masing pihak
b. Menetapkan bersama syarat – syarat kerja dan hubungan kerja

c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis

4. Dasar Hukum
a. Undang–undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (pasal 116 sampai dengan 135).

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.48/Men/2004, tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

5. Manfaat

a. Baik pekerja maupun pengusaha akan lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing – masing pihak.

b. Mengurangi timbulnya perselisihan industrial sehingga dapat menjamin ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

6. Persiapan

Dalam tahap persiapan, PUK harus melakukan hal – hal sebagai berikut :

a. Memberitahukan kepada PC tentang rencana pembuatan PKB, kemudian PC memberikan pengarahan kepada PUK
b. Mengadakan rapat PUK dengan peserta seluruh pengurus dan perwakilan/anggota yang dipandang perlu.

c. Membentuk tim perumus, dengan tugas antara lain :

· Mempelajari Peraturan Perusahaan

· Mengumpulkan data upah, jaminan sosial, syarat kerja dan data lainnya

· Mengadakan studi banding PKB perusahaan lain/sejenis

· Menginventarisir keluhan, saran dan pendapat anggota

· Mengevaluasi kemampuan perusahaan

· Menyusun/membuat konsep PKB

· Menyusun/membuat konsep tata tertib perundingan

d. Membentuk tim perumus
e. Membuat surat kuasa kepada tim perumus
7. Prinsip – prinsip dalam pembuatan PKB
a. Masing – masing pihak dijamin untuk mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

b. Kedua belah pihak harus berusaha dengan segala ketulusan hati dan semangat kemitraan dalam mewujudkan PKB

c. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, pemungutan suara bukan aturan permainan dalam perundingan PKB

d. Isi dan nilai PKB tidak boleh lebih rendah dari norma yang berlaku

e. PKB yang telah ditandatangani mengikat kedua belah pihak

8. Tata Cara Pembuatan PKB

a. Masing – masing pihak mempersiapkan konsep, yang materinya bersifat wajar

b. SP mengajukan permintaan berunding secara tertulis yang disertai konsep PKB dan konsep tata tertib perundingan, dan pihak lainnya wajib menanggapi secara tertulis pula

c. Selama perundingan berlangsung, kedua belah pihak tidak akan melakukan tindakan yang menekan atau merugikan pihak lain

d. Perundingan dilakukan dengan itikat baik, jujur dan terbuka

9. Strategi Pembuatan

a. Rapat PUK diperluas dengan perwakilan untuk membahas pembuatan atau memperbaharui PKB yang kemudian membentuk tim perumus dan tim perunding

b. Konsolidasi dengan perangkat organisasi ( PC, PP dan atau DPP )

c. Menggali dan menyaring aspirasi anggota dengan cara dengar pendapat/angket
d. Mengadakan persiapan/diskusi intensif bagi tim perumus dan tim perunding

e. Menyusun konsep PKB dengan bahasa yang ringkas, jelas dan tegas

f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak pengusaha

g. Mengajukan permohonan berunding disertai konsep PKB dan konsep tata tertib perundingan

h. Mengetahui karakter masing – masing tim perunding

i. Tata tertib perundingan antara lain meliputi : tujuan, susunan tim, materi, waktu dan tempat perundingan, tata cara serta sahnya perundingan dsb

j. Bersikap tegas, luwes dan senantiasa kompak dalam perundingan, jelaskan sisi positif tuntutan pekerja bagi kepentingan pengusaha

k. Periksa ulang hasil perundingan sebelum ditanda tangani

10.Langkah Praperundingan
Sebelum dilakukan perundingan maka langkah awal bagi tim perunding adalah membahas tata tertib perundingan, hal ini sangat penting karena memuat antara lain :

a. Hak dan kewajiban tim perunding dari masing – masing pihak
b. Masalah legalitas tim perunding dari masing – masing pihak
c. Masalah kewenangan ( pembuat keputusan masing – masing tim perunding )
d. Masalah tempat/lokasi perundingan
e. Tata cara pengesahan materi perundingan
f. Jadwal/waktu perundingan
g. Fasilitas bagi tim perunding, dan hal lain yang perlu di atur

11.Tim Perunding
Dalam pembentukan tim perunding, PUK memperhatikan sebagai berikut :

a. Jumlah tim perunding diupayakan ganjil

b. Terdiri dari tim perunding inti dan pengganti ( jika diperlukan )

c. Anggota tim perunding dari unsur PUK

d. Mengerti Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

e. Mengetahui kondisi ekonomi dan manajemen perusahaan

f. Mampu bernegosiasi dan berargumentasi dengan baik

12.Alat Kelengkapan Tim Perunding

a. Surat Kuasa/mandat PUK yang isinya antara lain :

· Wewenang mnyetujui / menolak / pending dari peundingan

· Menandatangani pasal – pasal yang telah disepakati

· Diberi kewenangan berunding dari awal sampai akhir

· Adapun komposisi tim perunding adalah seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota

b. Membuat draft tata tertib perundingan yang nantinya akan dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak, sebelum proses perundingan PKB dimulai
13.Tahapan Yang Mesti Dilakukan

a. Konsultasi dengan perangkat dan pihak lain yang terkait

b. PUK mengajukan permohonan kepada pengusaha yang disertai konsep

c. Dalam surat tersebut diberikan batas waktu jawaban, dan apabila tidak ditanggapi maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

d. Bila pengusaha sudah menyetujui maka perundingan bisa dimulai membahas tata tertib perundingan kemudian pasal demi pasal PKB

14.Untuk Diperhatikan

Agar perundingan berjalan efektif, maka dilakukan berdasarkan prioritas sebagai berikut :

a. Bahas dan rundingkan materi yang sekiranya tidak terlalu sulit untuk disepakati
b. Apabila sulit disepakati maka jangan dipaksakan, usulkan untuk ditunda/pending dan selanjutnya beralih untuk membahas materi yang berikutnya
c. Dalam perundingan hindarkan perbedaan pendapat sesame tim perunding, sebab itu merugikan dan akan memudahkan pengusaha menekan/memaksakan pendapatnya
d. Jika terjadi perbedaan pendapat diantara tim perunding, hendaknya ketua tim mengusulkan untuk menunda perundingan guna melakukan lobi diluar forum

e. Notulis harus menulis jalannya perundingan termasuk kesimpulan akhir dari setiap materi yang dibahas ( sekalipun belum disepakati )

15.Tata Cara Dalam Perundingan
a. Kedua tim perunding menetapkan seorang juru bicara
b. Juru bicara tidak harus ketua, tetapi yang dianggap mampu/menguasai perundingan
c. Setiap materi yang akan dibahas, disampaikan oleh juru bicara tim perunding
d. Materi yang akan/telah dibahas selanjutnya dicatat dalam risalah perundingan/notulis
e. Materi yang belum disepakati/dipending untuk dibahas pada perundingan berikutnya

f. Apabila tidak sepakat sampai berakhirnya waktu perundingan, maka penyelesaiannya dapat melalui perantara untuk diproses secara tripartite
g. Setelah isi disepakati, kemudian disalin untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak

h. Penandatanganan PKB ( biasanya ) dari serikat pekerja oleh ketua dan sekretaris, dari pihak pengusaha oleh presiden direktur dan direktur personalia

16.Pelaksanaan Perundingan
a. Pengesahan tata tertib perundingan
b. Perundingan dimulai dari mukadimah kemudian secara berurutan pasal demi pasal
c. Bab/pasal yang sudah disepakati ditandatangani oleh ketua tim kedua belah pihak
d. Bab/pasal yang sudah disepakati sebaiknya dipending dan dibahas pada pertemuan berikut
e. Bila suasana menegangkan, maka ketua/anggota perlu berinisiatif meminta istirahat
f. Dan seterusnya sampai selesai

17.Penanda Tanganan
a. Sebelum penandatanganan PKB tersebut perlu dikoreksi oleh kedua belah pihak
b. Penentuan tekhnis penandatanganan dibicarakan antara pengusaha dengan serikat pekerja
c. Penanda tanganan dilakukan oleh serikat pekerja dengan pengusaha dan disaksikan oleh Disnaker setempat dan perangkat organisasi ( bila diperlukan )

18.Pendistribusian

Setelah ditandatangani maka kemudian diperbanyak dan didistribusikan kepada seluruh pekerja dengan biaya dari pihak pengusaha, pengawasan pelaksanaan PKB adalah tanggung jawab pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja

KERANGKA ISI PKB MUKADIMAH

A. MUKADIMAH

B. KERANGKA ISI

I. Umum

A. MUKADIMAH

B. KERANGKA ISI

I. Umum
1. Pengertian istilah-istilah

2. Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan

3. Luas dan sifat kesepakatan

4. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan

II. Pengakuan, Jaminan dan Fasilitas bagi SP

1. Pengakuan hak-hak Pengusaha dan SP

2. Jaminan dan fasilitas bagi SP

3. Pemungutan iuran anggota SP

4. Hubungan Pengusaha dengan SP

5. Dispensasi bagi SP

  III.Hubungan Kerja dan Syarat-syarat Kerja

1. Penerimaan pekerja baru
2. Ketentuan masa percobaan
3. Surat keputusan pengangkatan
4. Rotasi, mutasi, promosi dan demosi beserta prosedurnya

   IV.Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Kerja Lembur

1.   Waktu kerja dan istirahat
2. Kerja Lembur
3. Perjalanan Dinas

V. Pembebasan dari Kewajiban Kerja

1. Cuti khusus
2. Cuti ( Tahunan, Besar, Haid dan Cuti Hamil dan Melahirkan )
3. Sakit Berkepanjangan
4. Penahanan pekerja oleh pihak yang berwajib

VI.Pengupahan
1.   Pengertian upah dan prinsip dasar penetapan upah serta sasarannya
2.   Waktu pembayaran upah
3.   Tunjangan-tunjangan ( tetap dan tidak tetap )
4.   Kenaikan upah ( berkala dan promosi )
5.   Upah bagi pekerja percobaan
6.   Upah selama cuti
7.   Perhitungan upah lembur
8.   Tunjangan Hari Raya dan Bonus
9.   Tunjangan keluarga bagi pekerja yang ditahan oleh yang berwajib
10.   Pajak Penghasilan
VII.Jaminan Sosial Tenagakerja dan Kesejahteraan
6. Jaminan kecelakaan kerja
7. Jaminan kematian

8. Jaminan hari tua

9. Fasilitas ( makan, kantin, sarana ibadah, olahraga, transportasi, pojok laktasi dsb )

10. Sumbangan ( pernikahan, melahirkan, pendidikan dsb )

11. Santunan ( kematian, bencana alam dsb )

12. Koperasi pekerja

13. Asuransi diluar jam kerja

14. Kesenian dan rekreasi

15. Penghargaan ( masa kerja, pekerja teladan, pekerja berprestasi khusus dsb )

16. Ulang tahun ( pekerja dan perusahaan )

III. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1. Jaminan pemeliharaan kesehatan

2. Rawat jalan dan rawat inap

3. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan

4. Program keluarga berencana

5. Pengobatan dan perawatan gigi

6. Kacamata

7. Pelayanan alat- alat khusus

8. Biaya perawatan dan pengobatan yang tidak mendapat penggantian

IX. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Keselamatan kerja

2. Alat keselamatan dan kesehatan kerja

3. Pemeriksaan alat keselamatan dan kesehatan kerja

4. Pemeriksaan kesehatan

5. Seragam dan sepatu kerja 
X. Program Peningkatan Ketrampilan
1. Kesempatan berkarir dan penilaian prestasi kerja

2. Pendidikan dan latihan kerja

XI. Tata Tertib Kerja

1. Kehadiran dan sikap kerja

2. Penghargaan

3. Penghargaan dengan sanksi-sanksinya

XII. Penyelesaian Pengaduan dan Keluh Kesah

1. Pengaduan dan keluh kesah

2. Tata cara penyelesaian keluh kesah

XIII. Pemutusan Hubungan Kerja

1. Pemutusan Hubungan kerja dan sejenisnya

2. Jangka waktu pemberitahuan

3. Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian

XIV. Masa Berlaku, Perubahan, Perpanjangan dan Landasan Hukum

1.  Masa berlaku

2.  Perubahan dan perpanjangan

3.  Landasan hukum

XV. Penutup

Ketentuan penutup
C.  PENGESAHAN
D.  LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

PASAL YANG MENGATUR PKB

Pasal 116 :

1. PKB dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi yang Bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha
2. Penyusunan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara musyawarah

3. PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia

4. Dalam hal terdapat PKB yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka PKB tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Pasal 117 :

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pasal 118 :

Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja diperusahaan

Pasal 119 :

1. Dalam hal satu perusahaan hanya terdapat satu SP, maka SP tersebut berhak mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan yang bersangkutan
2. Dalam hal disatu perusahaan hanya terdapat satu SP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetapi tidak memiliki anggota lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja diperusahaan maka SP dapat mewakili pekerja dalam perundingan dengan pengusaha apabila SP yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh pekerja diperusahaan melalui pemungutan suara
3. Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai maka SP yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan PKB dengan pengusaha setelah melampaui kembali permintaan untuk merundingkan PKB dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

Pasal 120 :

1. Dalam hal disatu perusahaan terdapat lebih satu SP maka yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut

2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka SP dapat melakukan kondisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerja diperusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha

3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 atau2 tidak terpenuhi, maka para SP membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing SP

Pasal 121 : 

Keanggotaan SP sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota

Pasal 122 :

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 2 diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja dan pengurus SP yang disaksikan oleh pihak pejabat yang Bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123 :
1. Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun

2. PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan SP

3. Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku

4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan maka PKB yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun

Pasal 124 :

1. PKB paling sedikit memuat :

a. Hak dan kewajiban pengusaha

b. Hak dan kewajiban SP serta pekerja 

c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlaku PKB

d. Tanda tangan para pihak pembuat PKB 

2. Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Dalam hal isi PKB bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perusahaan
